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Serangan Siber

Pemerintah Jangan Abaikan Perlindungan Data Pribad

JAKARTA - Pemerintah i-
minta agar tidak mengabakan
perindungan dan- keamanan
data pribadi masyarakat, di
samping melakukan upaya pe-
mulihan infrastruktur penye-
diaan Layanan digital nasional
usal serangan terhadap Pu-
sat Data Nasional Sementara
(PDNS)2,

ita jangan hanya sibuk
aspek keamanan siber dan
pemulihannya pascaserangan
ransomware, Kita jangan lupa
aspek pelindungan data pri-
badinya," kata Anggota Komisi
I DPR RI, Sukamta dalam kete-
rangan yang diterima i Jakar-
ta, Senin (22/7),

Sukamta  mengingatkan
Pemerinizh  memiiki tugas
menjaga keamanan data pri-
badi masyarakat yang bersifat
rahasia. “Sejak awal terjadinya

serangan siber ke PDNS 2, saya
mempertanyakan soal apakah
telah terjadi kebocoran data
pribadi. Rakyat berhak tahu
atas data-data yang disimpan W

oleh lembaga pemerintah yang ’,ﬂl& _

bocor dan mana data yang
aman; ucapnya
Menurut dia, Pemerintah

(i
a

wajh memberikan perbaruan i /
informasi kepada masyarakat [ &
tentang kebocoran data se-

bagaimana amanat Undang- AARAHOR
Undang Nomor 27 Tahun 2022 Anggota Komisi I DPR RI
tentang Pelindungan Data Prl- ~ Sukamta.
badi(UUPDP),
"Ik betul-betul terjadi ke-
bocoran data pribadi maka “Pihak pengelola data pribadi
harus disikapi dengan sangat ~ harus memberitahu Secard ter
serius, Ini tanggung fawab ne-  tulis kepada para subjek data
gara dalam hal menjamin hak ~ yang bocor dan kepada lemba-
keamanan warganya, katanya. - ga Pengawas Pelindungan Data
Dia menuturkan Pasal 46 Pribadi (PDP) dalam waktu
UU PDP menyebutkan bahwa  3x24jam’

“Sekarang sudah lebih dari
batas waktu yang ditentukan,
ujamya.

Adapun  pemberitahuan
tertuls seperti yang dimaksud-
Kan, Kata dia, minimal memuat
data pribadi yang terungkap,
kapan dan bagaimana data
pribadi terungkap, dan upaya
penanganan serta pemuthan
atas terungkapnya data pribadi
oleh Pengendali Data Pribadi

Dia juga menyebut meski
lembaga PDP belum terbentuk
dan terdapat data pengecual-
an yang tidak bisa dibuka ke
publik seluruhnya, bukan ber-
arti menghilangkan kewajban
pemerintah untuk  memberi
informasi kepada para subjek
data

Karenanya ~ komunikas
publik harus dijalankan de-
ngan baik. Rakyat berhak tahu

atas data yang disimpan oleh
lembaga pemerintah yang bo-
cor dan mana data yang aman.
Pemerintah perlu transparan,
meski jangan terbuka semua-
Nja) paparnya
Untuk itu, dia meminta Pe-
merintah harus segera mem-
berkan kejelasan terkait ke-
amanan data pribadi kepada
masyarakat usai serangan siber
yang melanda PDNS 2. “Sam-
pai saat ini belum ada penje-
[asan resmi Pemerintah terkail
aspek pelindungan data pr-
Dadi masyarakat usai serangan
siber terhadap PDNS. Peme-
rintah belum berikan update
info yang memadai tentang
apakah terjadi kebocoran data,
apayang sedang dan sudah di-
[akukan Pemerintah dan bagai-
mana selanjutnya, tutumya,
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